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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Tata Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Secara
Online Melalui E-filing Pada Karyawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif,
yaitu penelitian membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan,
menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Tata Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi
Secara Online Melalui E-filing Pada Karyawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung Kedepannya harus lebih ditingkatkan dan lebih
mengikuti perkembangan setiap perubahan peraturan perpajakan yang terbaru
dengan sendirinya tanpa menunggu sosialisai dari pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Kata Kunci : Tata Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi, E-filimg
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Peranan pajak Penghasilan dalam kegiatan usaha di Indonesia memberikan
banyak keuntungan bagi negara. Terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari
pengenaan pajak penghasilan ini dimulai dengan adanya pembaharuan sistem
perpajakan nasional yang dikenal dengan reformasi pajak yang dimulai pada
tahun 1983 dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru. Perubahan
mendasar atas undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari
Official Assessment System (OAS) berubah menjadi Self Assessment System
(SAS), yaitu memberikan wewenang kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang
dikenakan pada karyawan tetap dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang
diterima dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang
dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan yang diperoleh dalam satu

tahun pajak.

PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah
Indonesia pada penghasilan karyawan. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi
kerja dari penghasilan karyawan dan disetor ke pemerintah. Hal ini bertujuan

untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak oleh karyawan.



Dalam perhitungan PPh 21, penghasilan bruto karyawan tetap mencakupi gaji,
tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya yang diterima dari perusahan. PPh 21
dikenakan pada tarif yang berbeda tergantung pada besarnya penghasilan

karyawan tetap.

Sumber informasi untuk analisis perhitungan pajak PPh 21 dapat ditemukan
disitus web Direktorat Jendral Pajak (DJP) Indonesia, seperti Pedoman Pajak PPh
21 dan buku Panduaan praktis PPh 21 untuk karyawan tetap. Selain itu, informasi
terikat peraturan perpajakan dapat ditemukan di situs web resmi Kementrian

Keuangan Indoensia.

Proses perhitungan pajak ini cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang
baik mengenai aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, analisis
perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh 21 menjadi penting agar
individu atau perushaan dapat memahami perhitungan pajak yang harus
dibayarkan dan memastikan bahwa mereka membayar pajak dengan benar sesuai
dengan aturan yang berlaku. Analisis ini juga dapat membantu individu atau
perusahaan dalam perencanaan keuangan, terutama dalam mengelolah
penghasilan dan meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan secara
legal. Selain itu, seiring dengan perubahan aturan perpajakan yang berlaku,
seperti kebijakan Undang- Undang Harmonisasi dan perubahan tarif pajak,

penting untuk melakukan analisis perhitungan.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan pajak secara resmi diluncurkan
sistem e-Filing (Elektronik filing system) bertempat di Kantor Kepresidenan
Presiden Republik Indonesia bersama- sama dengan Direktorat Jenderal Pajak,
Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. E-filing adalah suatu cara
penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online atau realtime

melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id)



atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). e-Filing diharapkan cara
paling efektif untuk menghemat waktu Wajib Pajak, karena dapat diakses dengan
mudah sehingga Wajib Pajak tidak harus menunggu lama untuk merekam data
SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selain itu dapat menghemat kertas dan bila
terjadi suatu hal yang tidak diinginkan Wajib Pajak masih memiliki bukti
pelaporan atau Backup data. Fasilitas e-Filing ini adalah trobosan yang dilakukan
DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam hal
melaporkan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan, pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan. SPT disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat
Jenderal Pajak. kewajiban penyampaian pajak telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui surat pemberitahuan. Pelaporan
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,
baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam. kerja dan dapat
dilakukan pada hari libur tanpa kehadiran petugas pajak, karena pelayanan ini
selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pelaporan SPT Tahunan melalui e-
Filing juga lebih aman karena sudah dilengkapi dengan fitur auto-calculation
sehingga jumlah pajak yang terutang serta status pelaporan dapat langsung
diketahui. Dengan adanya sistem e-Filing ini akan membantu memangkas biaya
dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan
SPT Tahunan ke KPP Pratama Tegal secara benar dan tepat waktu, sehingga akan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT

Tahunan.



Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan
(SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terhutang, dan
kepatuhan pembayaran tunggakan kepatuhan menjadi penting karena
ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak,
seperti Tax Avoidance, yang akan menimbulkan berkurangnya penyetoran dana
pajak ke kas negara.

“Sehubungan dengan latar belakang pemikiran yang sedeimikian, maka dari itu
dipilih judul mengenai Tata Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Secara Online
Melalui E-Filing pada Karyawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Lampung "

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini
yaitu Bagaimana Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penulisan
laporan akhir sebagai berikut :
Untuk mengetahui Bagaimana Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filling
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dan kegunaan penelitian laporan akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan.
2. Bagi Masyarakat dapat memberikan wawasan yang luas bahwa pajak itu

penting bagi pertumbuhan negara.



3. Memperdalam wawasan keilmuan bagi penulis sebagai mahasiswa jurusan
akuntansi program studi perpajakan tentang tata cara pelaporan SPT tahunan
melalui sistem E-Filling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang

pribadi.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang mempunyai
peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam
pelaksanaan pembangunan. Pajak menjadi iuran wajib bagi wajib pajak dan
menurut Undang-Undang yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor
28 tahun 2007 tentang pajak yaitu pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang- Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dirasakan dan
digunakan untuk keperluan Negara.

Dalam pengertian lain, pajak merupakan suatu bentuk penerimaan negara yang
bersumber dari pemungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak (
orang pribadi atau badan) serta atas transaksi tertentu seperti penjualan atas

barang mewah, bumi, bangunan, dan sebagainya.

2.1.1Fungsi Pajak

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan fungsi pajak adalah untuk membiayai seluruh kebutuhan
negara dalam penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah,seperti pembangunan
infrastuktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan serta

mengendalikan kegiatan ekonomi agar berjalan dengan seimbang, terkait dengan



distribusi pendapatan dan kekayaan yang ada dimasyarakat. Ada dua fungsi pajak

yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetir) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber
dana bagai pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi mengatur (regulerend) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat
untukmengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

social.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah yang dikenakan atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh seorang individu dalam rangka menjalankan
pekerjaan, jabatan, atau usaha. PPh 21 harus dipotong dan disetorkan oleh pihak
yang membayar penghasilan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pajak penghasilan PPh 21 adalah penghasilan
dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki
penghasilan bruto tertentu. Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan bruto
yang menjadi batasan untuk kewajiban membayar PPh 21, serta menetapkan tarif

PPh 21 yang harus dikenakan.

2.2.10bjek PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek

PPh 21 adalah

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa
Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan berupa uang pesango, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang di bayarkannya
melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti berkerja.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian,



mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara

bulanan.

Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,

dan

imbalan  sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai

imbalan sehubungan jasa yang dilakukan

1.
2.

sehubungan jasa yang dilakukan.

Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat,honorarium, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya.

Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tertentu
yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan
pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan.
Penghasilan berupa jasa produksi, gratifiksi, bonus atau imbalan lain yang
bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun
yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan.

Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat,honorarium, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya.

Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tertentu
yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan
pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan.
Penghasilan berupa jasa produksi, gratifiksi, bonus atau imbalan lain yang
bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun
yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun Yyang

pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan.



2.2.2Tarif dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) PPh Pasal 21
Tarif PPh 21 Orang Pribadi UU PPh dan tarif terbaru UU HPP

Tarif |Lapisan PKP UU PPh Tarif Lapisan PKP UU HPP
5%]0 - Rp 50.000.000 5% |0 - Rp 60.000.000
15%|Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 15% |Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000
25%|Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 25% |Rp 250.000.000 - Rp500.000.000
30%| > Rp 500.000.000 30% [Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000
35% |> Rp 5.000.000.000

Tabel 1. 1 Tarif PPh 21 Orang Pribadi
sumber. www.DJP.com PTKP 2024
( Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Golongan Status Tarif PTKP
TK/0 (Tanpa Tanggungan) Rp54.000.000
Tidak Kawin (TK) TK/1 (1 Tanggungan) Rp58.500.000
TK/2 (2 Tanggungan) Rp63.000.000
TK/3 (3 Tanggungan) Rp67.500.000
K/0 (Tanpa Tanggungan) Rp58.500.000
Kawin (K) K/1 (1 Tanggungan) Rp63.000.000
K/2 (2 Tanggungan) Rp67.500.000
K/3 (3 Tanggungan) Rp72.000.000
Kawin+ Istri (K/1) K/1/0 ( Tanpa Tanggungan) Rp112.500.000
. . K/I/1 (1 Tanggungan) Rp117.000.000

Penghasilan suami dan

istri digabung K/1/2 (2 Tanggungan) Rp121.500.000
K/1/3 (3 Tanggungan) Rp126.000.000

Tabel 1.

2 PTKP PPh 21

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER — 16/PJ/2016 pada Bab

V pasal 10 tarif yang dikenakan untuk biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan

bruto tersebut, setinggi-tingginya sebesar Rp 6.000.000 atu tahun atau Rp 500.000

satu bulan.

Berdasarkan Bab V pasal 9 peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER —

16/PJ/2016 dijelaskan dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 sebagai berikut :

1. Penerimaan penghasilan kena pajak, antara lain:

a. Pegawai tetap

b. Penerimaan pensiun berkala

c. Pegawai tetap dengan penghasilan per- bulan melewati Rp 4.500.000
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d. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Per-16/PJ/2016 pasal 3(c)
yang menerima imbalan sifatnya kesinambungan.

2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang
berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah
harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang
penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi
Rp 4.500.000.

3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana
dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang
tidak bersifat berkesaimbangan

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain
penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin di atas.
Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan
atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif,
melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Anda dapat menemukan tarif
PTKP yang berlaku di bawah ini.

Perhitungan PPh 21 dengan PTKP Terbaru Perhitungan PPh 21 selalu
disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP). Saat ini, hukum yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Undang
Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 pada bab Il pasal 7. Berikut ini
adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku:

Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000 Bagi wajib pajak yang
kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000 PTKP bagi istri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebesar Rp54.000.000.
Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000
PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami,
sebesar Rp54.000.000 Bila ada tambahan, maksimal 3 orang untuk
tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak

angkat, sebesar Rp4.500.000. Wajib pajak orang pribadi memiliki peredaran
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bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e.Adanya
terjadi perubahan pada tarif progesif dari Undang-Undang No 36 tahun 2008
tentang pajak penghasilan menjadi Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan
No.7 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1 (a) tarif progresif yang digunakan untuk
menghitung penghasilan kena pajak (PKP). Berikut ini adalah besaran tarif
progresif yang berlaku.

Tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga Rp60 juta

Tarif 15% dikenakan pada PKP dari Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta.
Tarif 25% dikenakan pada PKP dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.
Tarif 30% dikenakan pada PKP dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar.

Tarif 35% dikenakan pada PKP di atas Rp5 miliar.

Dengan berlakunya UU HPP 2024, tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP telah
mengalami perubahan. Dengan penyesuaian tarif progresif terbaru, maka ada
beberapa perubahan terhadap besaran penghasilan yang dikenakan PPh Pasal
21. Perubahan tarif progresif tidak menambah pajak penghasilan bagi orang
pribadi yang berpenghasilan sampai dengan Rp5 miliar per tahun. Wajib pajak
orang pribadi dengan penghasilan sampai dengan Rp4.5 juta tidak perlu
membayar PPh sama sekali. Maka, wajib pajak orang pribadi dengan
penghasilan di bawah Rp4.5 juta, baik itu merupakan gaji UMR atau di bawah
UMR, tidak perlu membayar PPh sama sekali.

2.2.3Cara perhitungan PPh Pasal 21

Ada 3 (tiga) metode perhitungan PPh 21 yang paling umum yaitu:

1. Metode Nett
Metode nett adalah pemotongan yang digunakan untuk perusahan yang
membayar gaji bersih (nett) tanpa dikurangi potongan.
Misalnya, seorang karyawan menerima gaji bersih sebesar Rp 8.000.000 dan
tanpa tanggungan dengan status tidak kawin (TK/0)
Hitung Penghasilan Nett
Gaji nett : Rp 8.000.000
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Biaya jabatan 5% x gaji

500,000 (sebulan) Rp 6.000.000 (setahun) x gaji
500,000 (sebulan) Rp 6.000.000 (setahun) x gaji
Penghasilan neto sebulan : Rp 7.600.000
Penghasilan neto setahun : Rp 91.200.000

Hitung penghasilan kena pajak (PKP):

Penghasilan neto setahun-Pendapatan Tidak kena pajak (PTKP) TK/0

Rp 91.200.000- Rp 54.000.000 = Rp 37.200.000

Hitung PPh 21 terutang setahun pajak progesif

5% x Rp 37.200.000 = Rp 1.860.000

Hitung PPh 21 terhutang sebulan

1.860.00 12 =155.000

1.860.01

Metode Gross

Metode gross adalah metode pemotongan pajak PPh 21 di mana karyawan
yang  menangung pajak.

Misalnya, berapa pajak yang di tanggung perusahan dengan gaji yang di
tawarkan Rp 8.000.000 per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus
tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0)

Hitung Penghasilan Neto : Pendapatan Bruto- Biaya Jabatan =

Gaji : Rp 8.000.000

Biaya jabatan : 5% x gaji

Rp 500.000 ( sebulan) Rp 6.000.000 ( setahun ) x gaji

Penghasilan neto sebulan : Rp 7.600.000

Penghasilan neto setahun : Rp 91.200.000

Hitung penghasilan kena pajak (PKP):

Penghasilan neto setahun- Pendapatan Tidak kena pajak (PTKP) TK/0
Rp 91.200.000- Rp 54.000.000 = Rp 37.200.000

Hitung PPh 21 terutang setahun pajak progesif
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5% x Rp 36.000.000 = Rp 1.860.000
Hitung PPh 21 terhutang sebulan
1.860.000 : 12 = 155.000
Setelah mengetahui berapa nominal PPh 21, dapat menghitung penghasilan
neto karyawan
Gaji bruto = 8.000.000
Tunjangan pajak =0
Pajak penghasilan ( PPh 21 ) = 155.000
Gaji neto = Rp 7.845.000
3. Metode gross up
Metode gross up adalah metode yang digunakan perusahan untuk
memudahkan pengelolahan keuangan perusahan. Sehingga karyawan harus
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.
Misalnya, seorang karyawan menerima gaji bersih sebesar Rp 8.000.000 dan
tanpa tanggungan dengan status tidak kawin (TK/0)
Gaji pokok + tunjangan = Rp 8.000.000
Biaya jabatan 5% = (Rp 8.000.000 x 5%) = Rp 400.000
Penghasilan neto = Rp 8.000.000 — Rp 400.000 = Rp 7.600.000
Penghasilan neto setahun = Rp 7.600.000 x 12 = Rp 91.200.000
Dikurangi PTKP = Rp 91.200.000 —Rp 54.000.000 = Rp 37.200.000
Perhitungan PPh 21 terhutang Rp 37.200.000 x 5% = Rp 1.860.000
Pajak terhutang yang harus dibayarkan RP 1.860.000 : 12 = Rp 155.000
Total penghasilan bersih yang didapatkan dalam satu bulan adalah
penghasilan kotor dikurangi pajak terhutang Rp 8.000.000 — Rp 155.000 = Rp
7.845.000
2.5 Tinjauan Atas Pelaporan SPT Tahunan
2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut UU Nomor 16 Tahun (2000), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak,objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan
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kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut Mardiasmo (2016) . Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak
yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal
ini sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 28
tahun 2007 .

2.2.4Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011;29) bagi wajib pajak, surat pemberitahuan berfungsi
sebagai sarana untuk melaporkan dalam memperhitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang.bagi pengusaha kena pajak fungsi surat pemberitahuan
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan untuk mempertanggung jawabkan
penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap
pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi
pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang di potong atau

dipungut dan disetorkannya.

2.2.5Jenis Formulir SPT Tahunan PPh
Menurut UU Nomor 28 Tahun (2007) Surat pemberitahuan tahunan adalah
laporan pajak yang di sampaikan satu tahun sekali (tahunan) yang terdiri atas:
a) SPT tahunan PPh orang pribadi (Formulir 1770) ditunjukan bagi wajib pajak
yang mempunyai penghasilan :
1. Dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau
norma perhitungan penghasilan netto.
2. Dari satu atau lebih pemberi kerja
3. Yang dikenakan PPh final

4. Dalam negeri lainnya



b)

d)
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SPT Tahunan PPh orang pribadi sederhana (Formulir 1770 S) ditunjukan bagi
wajib pajak yang mempunyai penghasilan:

2.3.1 Dari satu atau lebih pemberi kerja

2.3.2 Dari dalam negeri lainnya

2.3.3 Yang dikenakan PPh final

SPT Tahunan PPh orang pribadi sangat sederhana (formulir 1770 SS)
ditunjukkan bagi wajib pajak yaitu yang mempunyai penghasilan bruto tidak
lebih dari Rp.60.000.000 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain
kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi.

SPT Tahunan PPh wajib pajak dan badan (Formulir 1771 dan 1771/$), SPT
pembetulan.

Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak akan dikenakan

sanksi adminstrasi berupa denda.

2.2.6 Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah :

1.
2.
3.

SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak;

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir
tahun pajak

2.2.7Sanksi Tidak atau Terlambat Melaporkan SPT
Menurut UU KUP Pasal 7 ayat 1 (2007) Jika SPT tidak dilaporkan pada

waktunya, maka dikenakan denda sebesar :

1.

2
3.
4

Rp. 500.000,000 untuk surat pemberitahuan Masa Pajak Pemberitahuan Nilai.

. Rp. 100.000,000 untuk surat pemberitahuan Masa lainnya.

Rp. 1.000.000,00 untuk surat pemberitahuan tahunan wajib pajak badan

. Rp. 100.000,000 untuk surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi
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2.3 Tinjauan Atas Sistem E-filing
2.3.1Pengertian E-filing
Menurut Fidel (2010) , e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang
dilakukan melalui sistem on-line dan real-time. E-filing sebagai suatu layanan
penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi, usahawan maupun
badan melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyediaan jasa
aplikasi kepada kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak
tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara
manual.
E-filing ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan
aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak karena merekam sendiri SPT nya. E-filing
bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN). Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan dan
mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak
perlu dating ke kantor pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan
kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam adminstrasi perpajakan terjadi
peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya
oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih
mudahnya kegiatan adminstrasi,pendataan,distribusi,dan pengarsipan laporan
SPT.

2.3.2Syarat Menggunakan E-filing

Untuk menggunakan fasilitas e-filing Wajib pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut :

1. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau sudah memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)

Kartu identitas diri

Nomor telepon yang aktif

Alamat e-mail

o~ N

Bukti Potong dari pemberi kerja/slip gaji



BAB I
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir
Pada proses penilaian tugas akhir penulis menggunakan desain laporan akhir
bersifat deskriptif yang memiliki arti bahwa dalam proses penulisan laporan akhir
menggunakan fakta yang sebenarnya fakta-fakta ini diperoleh penulis dari hasil
observasi yang di lakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Lampung

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1Sumber Data

Dalam mengumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan

sumber data sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari perusahaan,
contoh: wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pihak-pihak lain yang
berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21 Atas Karyawan Tetap dan
melakukan observasi.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melalui suatu perantara, data
ini sudah tidak asli lagi atau bias disebut data kedua, contoh data sejarah dan

struktur organisasi perusahaan.
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3.2.2Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif
Data kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan
berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data.
Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai objek yang di
observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan, dan struktur
organisasi perusahaan).

2. Data kuantitatif
Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu
objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca
indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan
keakuratan data dari onjek yang di teliti. Data kuantitatif yang digunakan

penulis adalah sebagai berikut:

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian

ini, maka metode penelitian yang digunakan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan
perilaku manusia, proses kerja, gejala gejala alam, dan bila responden yang di
amati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara
langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan mengumpulkan data 2.
yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung
berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam
penelitian ini peneliti melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak yang

terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.



19

3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat,
dan catatan-catatan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data
akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini pada tempat penelitian. Antara lain

yaitu dokumen perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap.

3.4 Objek Kerja praktik
3.4.1Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Teluk
Betung Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari (empat
puluh hari) teritung dari tanggal 10 januari- 29 februari 2024.

3.4.2Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
3.4.1.1 Profil Singkat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020
tentang Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Kantor
Pertanahan di Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu Kantor Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Lampung.
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3.4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Lampung
Struktur Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat

YUNANI, S.H., M.M.
NIP.197001011994032003

SURI MAHARANI, S.H. TURMANTO

NIP.199605142018012001 NIP.197104241995031002
VANNEZA ANILLA, A.Md AHMAD FAJARUDDIN, A.Md.
NIP. 199712292022042003 NIP. 199511152022041002

NADIA ANUGERAH PERDANA, A.P.
NIP.200008042020122002

Tabel 1. 3 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

Sumber Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Gambar 1 Struktur Organisasi Kasubbagian Umum Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Lampung

Fungsi unit kerja Kasubbagian Ruangan Tata Usaha Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Unit kerja Kasubbagian Umum pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Lampung bertanggung jawab atas berbagai kegiatan administrative dan
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umum, termasuk pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, manajemen
kepegawaian, serta adminstrasi umum kantor.

1. Unit kerja kasubbagian hukum kepegawaian dan organisasi pada kantor
Badan Pertanahan Nasional memiliki tanggung jawab untuk menangani
berbagai masalah terkait hukum,kepegawaian,dan organisasi di dalam
penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan Kkegiatan Badan
Pertanahan Nasional, pengelolaan kepegawaian termasuk
rekrutmen,mutasi,dan pengembangan sumber daya manusia,serta pengaturan
dan pemeliharaan struktur organisasi di dalam kantor wilayah tersebut.

2. Unit kerja kasubbagian perencanaan,evaluasi, dan laporan pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung bertanggung jawab
untuk merencanakan kegiatan oprasional kantor, mengevaluasi pelaksanaan
program-program yang telah direncanakan, serta menyusun laporan-laporan
terkait kinerja dan capaian program-program tersebut. Mereka berperan
penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang
dilakukan oleh kantor wilayah tersebut serta memberikan informasi yang
dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat

3. Unit kerja kasubbagian Keuangan dan Barang Milik Negara pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung memiliki tanggung
jawab untuk mengelola keuangan dan asset-aset milik Negara yang digunakan
dalam operasional kantor tersebut. Fungsi utamanya termasuk pengelolaan
anggaran,pelaporan  keuangan,pemantauan  pengeluaran,  pengelolaan
inventaris barang milik Negara, serta pemastian kepatuhan terhadap peraturan
dan prosedur keuangan yang berlaku. Tugas mereka mencakup berbagai aspek
yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan asset untuk mendukung
kelancaran operasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Lampung.
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3.4.1.3 Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Visi

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan system
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Misi
Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan,

serta pemantapan ketahanan pangan.



BAB V
KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan
Tata cara pelaporan SPT tahunan pribadi secara online melalui e-filing bagi
karyawan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung
melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti dan hati-hati.
Pertama, karyawan harus memastikan bahwa mereka memiliki semua dokumen
dan informasi yang diperlukan untuk melaporkan pajak mereka secara lengkap
dan akurat. Ini termasuk informasi penghasilan, potongan pajak mereka secara
lengkap dan akurat. Ini termasuk informasi penghasilan, potongan pajak yang
telah dilakukan oleh pemberi kerja, serta potensi pengurangan atau penghapusan

pajak yang berlaku bagi mereka.

Langkah berikutnya adalah mengakses portal e-filing yang disediakan oleh
Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui situs web resminya. Di sini, karyawan
perlu membuat akun atau masuk menggunakan akun yang sudah ada. Setelah
masuk, mereka akan diarahkan untuk memilih jenis formulir SPT yang sesuai

dengan kondisi keuangan mereka, dalam hal ini SPT Tahunan Pribadi.

Kemudian, karyawan perlu mengisi formulir tersebut dengan informasi yang
tepat dan akurat sesuai dengan kondisi keuangannya, Ini mencakup penghasilan
dari berbagai sumber, seperti gaji, bonus, dividen, dan investasi lainnya. Mereka
juga perlu melaporkan potongan pajak yang telah dilakukan, seperti PPh 21 oleh

pemberi kerja.
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Selanjutnya, karyawan perlu memeriksa kembali semua informasi yang mereka
masukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan. Ini penting
untuk menghindari masalah atau kesalahan dalam pelaporan yang dapat

menyebabkan masalah dengan otoritas pajak di kemudian hari.

Setelah yakin bahwa semua informasi telah dimasukkan dengan benar, karyawan
perlu memastikan bahwa mereka menyimpan salinan dokumen tersebut sebagai
refrensi di masa mendatang. Mereka juga siap untuk menanggapi pertanyaan atau
permintaan tambahan dari otoritas pajak jika diperlukan.

Penting untuk diingat bahwa proses pelaporan pajak dapat bervariasi tergantung
pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di setiap wilayah atau negara bagian.
Oleh karena itu, karyawan perlu selalu memperbarui pengetahuan mereka
tentang tata cara pelaporan yang berlaku di wilayah mereka dan memastikan

bahwa mereka mematuhi semua persyaratan yang ada.

Saran

Saran Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, maka saran atas penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Prosedur: Pastikan untuk memahami dengan baik prosedur
pelaporan SPT tahunan pribadi secara online melalui E-filing.

2. Pengumpulan Dokumen: Pastikan untuk mengumpulkan semua dokumen
yang diperlukan sebelum memulai proses pelaporan.

3. Pemeriksaan Data: Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua data
yang akan dimasukkan dalam formulir SPT

4. Akses Portal E-filing Akses portal E-filing yang disediakan oleh Direktorat
Jendral Pajak (DJP) melalui situs web resminya.

5. Verifikasi Data: Setelah mengisi formulir, lakukan verifikasi terhadap
semua data yang dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau

kekurangan.
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Dengan mengikuti saran-saran di atas, diharapkan karyawan kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (BPN) dapat melaporkan SPT
tahunan pribadi mereka secara online melalui e-filing dengan lancar dan
akurat, memastikan kepatuhan pajak yang tepat dan meminimalkan potensi

masalah di masa mendatang.
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